
SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SI.'I,AWESI TENCAH

PERA']'U RAN E}U I'NTI MOROWALI
NOMOR bcJ',t(HUN2016

TI'N'I'ANG

PEMBENTUK N DAN SI'SUNAN ORCANISASI
UNIT PT.]LAKSANA'TEKNIS DINAS

DENGAN RAI{MAT TUIIAN YANG MAHA ESA

I3I.-,,PATI M0IIOWALI,

bahwa unttik melnksrrrrakan ketenruan Pasa.l 8 Peratural
Daerah Karbupaten Morowali Nomor I I Tahun 2016
tentang Pembentukrrrr dan Susunan Perangkat Daera,h
Kabupaten Morownli, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tent,rng Peml>r:ntukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Tr:knis Dirrrrn;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor l1 Tahun 2000 tentang Pembahan Undang-
Undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Knbupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik lntlonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Drrerah (Lrmbaran Negara Rcpublik
Indonesirr Tnhun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Gmbarln Negrrrrr Republik tndonesia Nomor 55E7).
Sebagaim:rna telnh diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Keduu Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20 l4 tentnng Pemerintahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2Ot6 tentang
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Le mbara n Negara Republik IndonesiaNom or 58871 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dsn Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (kmbaran
Daerah KabuPaten Morowali Tahun 2O16 Nomor O11,

Tambahan Lcmbarnn Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 02 l5);
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PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEMT'IqN DAN
S US UNAN O RGAN I SASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BAB I

XIfTENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupnti ini yang dimaksud dengan :

I . Daerah rrdalalr Ktrbupaten Morowali;
2. Pemerintah Daernh adalah kepala Daerah Kabupaten

Morowali sebagni unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerin tarhan yong menjadi kewenangan Daerah
otonom.

3. Bupati adalah l}ttpati Morowali.
4. Perangkat Daernlr adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwrrkilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggarau rr t.lrusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dut'urh Kabupaten.

5. Urusan Pcmerinllrhan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjnrli kewenangan Presiden yang
pelaksnnrrnnnyu dilakukan oleh penyelenggara
Pemerintrrhan Drrerah untuk melindungi, melayani,
me mbc lrl ny nku n, rlnn menyej ahterakan masyarakat.

6. Dinas l)rrernh rdalah Dinas Daerah Kabupaten
Morowali sebngai unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan ynng menjadi kewenangan Daerah
Kabupatcn.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Tcknis Dinas yang selanjutnya disebut

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas
Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Kelompok Jabatnn Fungsional adalah himpunan
kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

Dengan Peraturan
'leknis Dinas.

BAB II
PBMBENTUKAN

Pasal 2

t3trpati ini dibentuk Unit Pelaksana

Pasal 3

UPI' Dinas scbagairnuttu dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
I I (sebelas) UPI Dinns sebagai berikut:

a. UPT Dinas Pentlirlikrrrt Daerah terdiri atas:
1. UPT Pcndidikrrrr.
2. UYI Kebudaynnn.



url Lrnas Kescnatan, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana terdiri atas:
1. UPf Pusat Kctichatan Masyarakat (puskesmas).
UPT Dinas Trunsmigrasi dan Tenaga Kerja Daeratr
terdiri a.tas:
1. UPf Balai l,rrtihan Kerja Usaha Kecil Menengah

(BLK-uKM).
2. UPI Kota Tr:rprrdu Mandiri (KTM).
UPT Dinas Pertrutian dan Ketahanan pangan Daerah
terdiri irtas:
I . UfT llalni Pr:rryuluhan Pertanian.
2. Ut,l'l\rsnt Kcsr:hatan Hewan (hrskeswan).
3. U[ZI' ttumnh lrotong Hewan dan Pasar ?ernak.
UPT Dirrrrs Perikrrnan Daerah terdiri ates:
1. UP1'Wilnynlr l,
2. UPI Wilayah ll.
3. UPr Wilayth lll.

BAB III
SUSUNAN ORCANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragra-f I
Unit Pclaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Pendidikan Daerah

Pasal 4
(1) Susunan organisasi UPT Pendidikan sebagai berikut:

a. Kep:rla UPT.

b. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan organisrrsi UPT Kebudayaan sebaqai berikut:

a. Kepala UPT.

b. Kelompok Jnl)ntan Fungsional.

Paragral 2
Unit Peluksana Teknis Dinas

Pada Dinas Kcselrutan, Pengendalian Penduduk
dan Kelunrga Berencana Daerah

Pasal 5
(1) Susunan organisnsi UPT Puskesmas Lantula Jaya

Kecamatan Wito Ponda sebagai berikut:
a. Kepala UPT.

b. Tatzr Usaha.
c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.
d. Koordinator Pelalsana Pelayanan Kesehatan

Perorangan.
e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.

(2) Susunan organisasi UPT Puskesmas Bahonsuai
Kecamatzrn Bumi Rnya sebagai berikut:
a. Kepala UPT.
b. Tata Usaha.
c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Masyarakat,
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Pt:rorangan.
e. Jaringan lrcluyanan puskesmas.

(3) Susuntn orgnnisnsi UPI puskesmas Wosu Kecamatan
Bungktr Bornt sr:bngai berikut:
a. Kcpulo UlT.
b. Ta trr Usaha.
c. Koordinator Pelaksana pelayanan Kesehatan

M rr syara kn t.
d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Pcrorangnn.
e. Jaringan Pelnyanan Puskesmas.

(4) Susurrarr organisasi UPT Puskesmas Bungku
Kecamatan Bungku Tengah sebagai berikut:
a. Kepala UPT.
b. Tata Usaha.
c. Ko<-rrdinator Pelaksanrr Pelayanan Kesehatan

Mtrsyarakrrl.
d. Koordinator l)elaksanrr Pelayanan Kesehatan

Perorangan.
e. Jaringan Pr:lrryrrnanPuskcsmas.

(5) Susunan orgnnisrrsi UPT Puskesmas Ba,homotefe
Kecamatan Bungktr Timur sebagai berikut:
a. Kepala UPT,

b. Tata Usaho.
c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

M asyarakn t,

d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan
Perorangan.

e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
(6) Susunan organisasi UPT hrskesmas Bahodopi

Kecamatan Bahodopi sebagai berikutl
a. Kepala UPT.

b. Tata Usaha,
c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.
d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kcsehatan

Perorangan.
e. Jaringan Pelaynnan Puskesmas.

\71 Susunan organisrrsi UPT Puskesmas Lafeu Kecamatan
Bungku Pesisir sclrrrgai berikut:
a. Ke pala UPl.
b. Tata Usahn.
c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Masyrt rnkn t.
d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Perornngan,
e. Jaringan Pelayanan Rrskesmas.

(8) Susunan orSani$asi UPT hrskesmas Kaleroang
Kecamatan Bungku Selatan sebagai berikut:
a. Kepala UPT,

b. Tata Usaha.



c. Koordtnator pelaksana pelayanan Keschatan
M asyarakat.

d. Koordinator Pelaksana pelayanan Kesehatan
Pcrorangarr.

e. Jaringan Pclryanan puskcsmas.
(9) Susunan orgnnisusi UPT puskesmas Ulunambo

Kecamltan Mcnrri Kepulauarr sebagai berikut:
a. Kepala UI'l'.
b. Sr.rlr Bagiurr'lirta Usahu.
c. Koordinntor Pelaksanu Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.
d. Koordinntor Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Perornngrrn,
e. Jnrirrgnlr l)elrryunan Puskesmas,

Paragraf 3
Unit [r:laksana Teknis Dinas

Pada Dirtrrs Tnrrrsrnigrasi dan Tenaga Kerja Daerah

Pasal 6

( 1) Susunan organinnlri UPT Balai latihan Kerja Usa]ra
Kecil Mcnengah (BLK-UKM) sebagai berikut:
a. Kepala UPT.

b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Seksi-Seksi.
d. Kelompok Jabntan Fungsional.

(2) Susunan organisnsi UPT Kota Terpadu Mandiri (KTM)
sebagai l;crikut:
a. Kepala UPT.

b. Sub Bagian'lhta Usaha.
c. Seksi-Seksi.
d. Kekrnrpok.Inbutan Fungsional.

Paragral 4
Unit Pclaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Pertaniun dan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 7

(l) Susunan organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) sebngai berikut:
a. Kepala UPT,

b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Kelonrpok Jabntan Fungsional.

(21 Susunan organisBsi UPT Pusat Kesehatan Hewan
(Puskeswan) sebagai berikut:
a. Kepala UPT.
b. Sub Bagian Tntn Usaha.
c. Seksi-Seksi,
d. Kelompok Jabatnn Fungsional.

(3) Susunan organisusi UPT Rumah Potong Hewan dan
Pasar Terrrak.
a. Kepala UPT.

b. Sub Bugian Tltrr Usaha.



SeKSr-lieksr,
Kelompok Jabatan Frrngsional.

(1) Susunan organisrrsi UPT Dinas perikanan Wilayah I
sebagai berikut:
a. Kepala UPI.
b. Kepa.la Sub t3agian Tata Usaha.
c. Seksi-Seksi.
d. Kelompok Jnbatan Fungsional.

(21 Susunan organi$nsi UPT Dinas Perikanan Wilayah II
sebagai bcrikut:
a. Kepala UPI',
b. Kepala Sul.r llrl;ian Tata Usaha.
c. Seksi-Seksi,
d. Kelompok.Jrrlrrrtan Fungsional.

(3) Susunarr organisrrsi UPT Dinas Perikanan lVilayah III
sebagai lrcrikut:
a. Kepllu UPI,
b. Keprrln Sub Bugian Tata Usaha.
c. Seksi-Seksi.
d. Kelompok Jnbatan Fungsional.

Paragraf 6

LAMPIRAN

Pasal 9

Bagan strLlktur organisasi masing-masing pada UPI Dinas
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 sampai dengan Pasa,l

8 tercanrum dalam Lampiran I sampai dengan Lempiran
VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
IISELONISASI

Pasal l0

(t) Kepala UPT Dinus l.)aerah merupakan jabatan eselon
IV.a.

l2l Kepala Sub Baginn Tata Usaha dan Kepala Seksi
merupakan jabatan cselon IV.b.

BAB V
KDLOM PoK .JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1l

Kelompok .labatan F\rngsional mempunyai tugas
melaksanakan sebaginn tugas UPT Dinas dan UPt Badan
sesuai dengan bidang kcahliannya,

d

Paragraf 5
Unit l)elaksana Teknis Dinas

Padtr Dinas Perikanan Daerah

Pasal 8



Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana rtimaksud

dalam Pasal I I tcrdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan ftrngsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuni bi<lrrng keahliunnya.

(2) Kelompok jabatnn lirngsional dipimpin seorang tenaga
senior cliangkat ok:lr Bupati atas usul Kepala Dinas.

(3) Jumlah jenis rLrn jenjang jabatan fungsional
disesuaikrrn dcngrrrr kebutuhan berdasa-rkan beban
kerja darr kemarnlrrrrrn daerah.

BAB VI
I'ti NCAN(I KNTAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPT t)inas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepala Seksi diangknl dan diberhentikan oleh Bupati
berdasarkan usul Kr:;rrrla Dinas sesuai dengan perafuran
perundang-undongan.

BAB VII
KETEN'TUAN PERNLIHAN

Pasal 14

Pada saat Per.rturan Docrah ini mulai berlalar, pejabat yang
ader pada UPT Dinas dun UPT Badan yang sudah menduduki
jabatalnya scbelum Pcnrturan Daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasny,r sampai dengan diteApkanrrya pejabat
yang baru serta rnclaksanakan h.rgas dan n:ngsinlaa
berdasarkan Pcraturan ltupati ini.

BAB VIII
KB'I'F:NTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraruran tluputi ini berlaku,

a. Peraturim Bupati Morowali Nomor

b. Peraturrn Bupati Morowali Nomor

c. Peratumn Bupati Morowali Nomor

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan frrngsi UPt Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Perattrran Bupati ini dilaksanakan mulai
Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 17

Pejabat di lingkr,rngan UPT Dinas yang dilantik berdasa*an
Peraruran Bupati ini mutai mclaksanalcan hrgas terhitung

sejak Bulan Januari 'll.rhun 2017.



Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar sel i;rp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcraturan Bupati irri dengan
penempat.rnnya dahrm Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkrn di
pada tangga I

Bungku
2't Desember 2016

BUPATI MoROWALI,

ild

ANWAR I{AFID

l) ir-r n clarngkan di Bungku

1;iiclir tzrngglal 2r- ? "/w\VPr 2dl(,

SF)KITETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

.trd

MOH. JNFAR HAMID

Bcritir Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O16 Nomor 0.t5

SiLlinirn sesuai dengan AslinYa
Kcpalrr Bagian Hukum
Dan. !e.qundang-undangan
Setda Kab. Morowali

- .- -l

S.Sos.MH
r, rvlb

Nip. i96a0503 199503 I 003

Pasal l8
ini mulai berlalru pada talegal
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